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TRANSFORMASI HUKUM ISLAM TENTANG 
QANUN AL DUALI DAN QANUN AL-DUSTURI 
Oleh : St. Halimang 
Abstrak 
Motivasi dari judul adalah karena hukum Islam di Indonesia telah fluks dan 
refluks sedangkan hukum politik yang diterapkan oleh kekuasaan negara. Selain dari 
mereka semua, ia berakar dari kekuatan sosial dan budaya berinteraksi dalam 
pengambilan keputusan kebijakan politik. 
Salah satu kondisi yang harus diperlukan dalam mentransformasikan nilai 
syariah dan norma dalam hukum Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 adalah 
filosofi dasar / islamic hukum phisosophy hukum Islam mengandung nilai moral dan 
etika. 
Diskusi ini adalah transformasi substansi hukum Islam dalam Qanun al-Duali 
bentuk dan qanun al-Dustu, proses transformasi hukum Islam dalam Qanun al-Duali 
dan qanun al-Dusturi. Perkembangan hukum Islam di Indonesia memiliki kesempatan 
yang cerah dalam membangun hukum nasional, socioantropologisly dan emosional 
hukum Islam sangat dekat dengan masyarakat Indonesia yang sebagian besar dari 
mereka adalah Muslim. Hukum Islam juga bahan dalam membuat hukum nasional. 
Secara kuantitatif itu mempengaruhi tatanan sosial-budaya, politik dan hukum dalam 
masyarakat. Prinsip dan aturan hukum Islam memiliki kesempatan untuk diubah ke 
hukum nasional (al-qanun al-Dusturi) 
Kata kunci: transformasi, Hukum Islam, qanun al-duali, qanun al-dusturi 
 
Abstract 
The motivation from the title is because the islamic law in Indonesia has been flux and reflux 
while the law politic which is applied by the state power. Moreover from all of them, it is rooted 
from the social and cultural power interacted in decision-making of politic policy.       
One condition which is need to be required in transforming the  syariah value and norm in 
indonesia law based on Pancasila and UUD 1945 is philosophy basic/islamic law islamic law 
phisosophy contained moral value and ethic.   
This discussion is the transformation islamic law substance in Qanun al-Duali form and 
qanun al-Dustu, the transformation process of islamic law in Qanun al-Duali and qanun al-
Dusturi. The development of islamic law in Indonesia has bright chance in building national law,  
socioantropologisly and emotionally the islamic law is close to indonesia society which is most of 
them are Muslims. Islamic law is also materials in making national law. Quantitatively it 
influences social-culture order, politic and law in society. Principles and rules of islamic law have 
chance to be transformed to the national law (al-qanun al-Dusturi)  
 Key word: Transformation, Qanun, al-Duwali, al-Dusturi. 
 
A. Latar Belakang Masalah 
      Berlakunya hukum Islam di Indonesia telah mengalami pasang surut seiring 
dengan politik hukum yang diterapkan oleh kekuasaan negara. Bahkan di balik 
semua itu, berakar pada kekuatan sosial budaya yang berinteraksi dalam proses 
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pengambilan keputusan politik. Namun demikian, hukum Islam telah mengalami 
perkembangan secara berkesinambungan, baik melalui jalur politik maupun dengan 
dukungan kekuatan sosial budaya.  
      Cara pandang dan interpretasi yang berbeda dalam keanekaragaman 
pemahaman orang Islam terhadap hakikat hukum Islam telah berimplikasi dalam 
sudut aplikasinya.  Prof. Dr. Andi Rasdiyanah misalnya, menjelaskan cara pandang 
yang berbeda dalam bidang pemikiran hukum Islam menurutnya dibagi menjadi 
empat produk pemikiran, yakni kitab-kitab fiqh, keputusan-keputusan Pengadilan 
agama, peraturan Perundang-undangan di negeri-negeri muslim dan fatwa-fatwa 
ulama.1 
     Keempat faktor tersebut diyakini memberi pengaruh cukup besar dalam 
proses transformasi hukum Islam di Indonesia. Terlebih lagi hukum Islam 
sesungguhnya telah berlaku sejak kedatangan pertama Islam di Indonesia, di mana 
pernyataan hukum yang berlaku dikategorikan menjadi hukum adat, hukum Islam 
dan hukum Barat. Sedangkan hukum Islam dilihat dari dua segi. Pertama, hukum 
Islam yang berlaku secara yuridis formal, artinya telah dikodifikasikan dalam 
struktur hukum nasionaI. Kedua, hukum Islam yang berlaku secara normatif yakni 
hukum Islam yang diyakini memiliki sanksi atau padanan hukum bagi masyarakat 
muslim untuk melaksanakannya.  
     Konsepsi negara berdasarkan atas hukum memiliki muatan ciri-ciri berikut; 
1). Prinsip perlindungan Hak Asasi Manusia; 2). Prinsip pemisahan/pembagian 
kekuasaan; 3). Pemerintah berdasar undang-undang; 4). Prinsip Keadilan; 5). 
Prinsip kesejahteraan rakyat. Untuk menemukan ini dapat dilihat dalam naskah 
Pembukaan UUD 1945 alinea ke-4. pintu lebar bagi islamisasi pranata sosial, 
budaya, politik dan hukum Islam di Indonesia2 
      Berkenaan dengan itu, maka konsep pengembangan hukum Islam yang 
secara kuantitatif  begitu mempengaruhi tatanan sosial-budaya, politik dan hukum 
                                                 
1Hj. Andi Rasdiyanah, dalam materi pembahasan Hukum Islam Kontemporer pada 
Konsentrasi Hukum Islam, tanggal 28 Januari 2011  
 
2Lukman Hakim, Deklarasi tentang HAM (Cet. ke-1; Surabaya: Risalah Gusti, 1993), 
h.15  
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dalam masyarakat. Kemudian diubah arahnya yakni secara kualifatif 
diakomodasikan dalam berbagai perangkat aturan dan perundang-undangan yang 
dilegislasikan oleh lembaga pemerintah dan negara. Konkretisasi dari pandangan 
ini selanjutnya disebut sebagai usaha transformasi (taqnin) hukum Islam ke dalam 
bentuk perundang-undangan.  
Instrumen formalisasi syariah wujudnya berupa undang-undang dasar 
(dustur/qanun asasi) dan berbagai undang-undang (qanun), baik qanun tasyri’i 
(peraturan perundang-undangan) maupun qanun ijra`i / qanun idari (peraturan 
prosedural / administratif).3 
         Meskipun istilah undang-undang dasar (dustur/qanun asasi) dan undang-
undang (qanun) merupakan istilah asing (bukan asli dari khazanah fiqih Islam), 
namun inti pengertiannya adalah fiqih Islam. Undang-undang didefinisikan sebagai 
“majmu’ah al-qawa’id allati yujbiru biha as-sulthanu an- naasa ‘ala it-tiba’iha fi 
‘alaqatihim” (Seperangkat aturan yang ditetapkan oleh pemerintah dan memiliki 
kekuatan yang mengikat rakyat, dalam hubungan antar mereka), atau sebagai 
“majmu’ah al-awamir wa an-nawahi al-wajib al-iltizamu biha fi al-bilad” (Seperangkat 
perintah dan larangan yang wajib untuk diikuti (rakyat) di sebuah negeri).4 
     Di antara produk undang-undang dan peraturan yang bernuansa hukum 
Islam, umumnya memiliki tiga bentuk: Pertama, hukum Islam yang secara formil 
maupun material menggunakan corak dan pendekatan keislaman; Kedua, hukum 
Islam dalam proses taqnin diwujudkan sebagai sumber-sumber materi muatan 
hukum, di mana asas-asas dan prinsipnya menjiwai setiap produk peraturan dan 
perundang-undangan; Ketiga, hukum Islam yang secara formil dan material 
ditransformasikan secara persuasive source dan authority source.5 
                                                 
3Alat Insrumen Formalisasi syariah Islam, 22 oktober 2010. http://www.blogger.com 
(diakses tanggal, 26 April 2011  
 
4Taqiyuddin An Nabhani, “ Ad Dustur wa Al Qanun”, Nizham Al Islam, hlm. 84-85, 
“Tabanni Khalifah lil Ahkam  wa Al Asalib”, Asy Syakhshiyyah Al Islamiyyah, Juz II, hlm. 116-
117; Muhammad Ahmad Mufti & Sami Salih Al Wakil, “Al Qawanin Al Ijra`iyyah wa At 
Tasyri’iyyah”,  At Tasyri’, hlm. 27-39. 
5Humaira, Bagaimana Proses Transformasi nilai-nilai dan norma-norma Syariah ke dalam 
Tata HUkum Indonesia yang berdasarkan panca Sila dan UUD 45 bila digunakan pendekatan 
konsep Filsafat Hukum Islam. Artikel Islami, 26 Desember 2009  
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      Berlakunya hukum Islam di Indonesia telah mendapat tempat konstitusional 
yang berdasar pada tiga alasan, yaitu: Pertama, alasan Yuridis yang tertuang 
dalam Pasal 24, 25 dan 29 UUD 1945 memberi tempat bagi keberlakuan hukum 
Islam secara yuridis formal; Kedua, alasan Sosiologis, bahwa kaedah hukum iu 
diberlakuka atas dasar kekuasan umum, terlepas diterima atau tidak oleh 
masyarakat atau kaedah hukum itu benar-benar diterima oleh warga masyarakat 
dan Ketiga, alasan. filosofis, ajaran Islam merupakan pandangan hidup, cita moral 
dan cita hukum mayoritas muslim di Indonesia, dan mempunyai peran penting 
bagi terciptanya norma fundamental negara Pancasila6 
      Tulisan ini berusaha melihat transformasi pemikiran hukum Islam dalam 
bentuk Qa>nu>n al-Duali> dan bentuk Qa>nu>n al-Dusturi. Lahirnya qa>nu>n adalah untuk 
mengatur masyarakat untuk menutupi hajat hidupnya bersamaan jadinya keluarga 
dan suku kemudian berangsur berkembang sampai lahirnya jadi Negara. Dalam 
hal ini bahwa adat istiadat tiap-tiap suku berbeda dengan adat istiadat suku 
lainnya. Awal mula lahirnya Negara mengumpulkan adat istiadat dan cara-cara 
hidup untuk dijadikan qanun yang lazim bagi stiap pribadi, keluarga, kabilah, 
yang masuk dalam lingkungan  Negara, tetapi qanun tiap-tiap Negara berbeda 
dengan undang-undang Negara lainnya.  
     Adapun asas dari pada pandangan qanun ini adalah keadilan, persamaan, 
cinta kasih, dan kemanusiaan. Perkembangan pandangan ini hampir sama, banyak 
negara-negara yang berbeda hanya peraturan-peraturan pelaksanaannya.7 
 
B. Rumusan Masalah  
      Berdasarkan pada latar tersebut, maka masalah pokok yang diajukan dalam 
makalah ini adalah transformasi hukum Islam dalam bentuk  qa>nu>n al-Duali> dan 
qa>nu>n al-Dusturi. Agar pembahasan lebih foKus dan terarah, maka masalah pokok 
tersebut dirinci dalam  dua sub masalah, yaitu: 
                                                                                                                                     
  
6Sabri Samin, Pidana Islam dalam Politik Hukum di Indonesia Eklektisisme dan 
Pandangan non Muslim (Cet. ke-1; Jakarta: Kholan, 2008), h. 30 
  
7A. Hasjmy, Sejarah Kebudayaan Islam (Cet. Ke-2; Jakarta: Bulan bintang, 1979),h.119-
120  
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1. Bagaimana hakikat transformasi hukum Islam dalam bentuk  Qa>nu>n al-Duali> 
dan qa>nu>n al-Dusturi 
2. Bagaimana proses transformasi hukum Islam dalam bentuk  Qa>nu>n al-Duali> 
dan qa>nu>n al-Dusturi 
 
C. Hakikat transformasi hukum Islam dalam bentuk  qanun al-Duali dan qanun al-
Dusturi 
1. Memaknai istilah 
Untuk membahas hal-hal tersebut perlu dijelaskan beberapa konsep 
operasional sebagai batasan pengertian beberapa istilah yang terdapat dalam 
judul makalah ini yaitu: 
a. Transformasi memiliki arti perubahan rupa (bentuk), sifat, fungsi. Bisa 
juga berarti perubahan sruktur gramatikal menjadi struktur gramatikal 
lain dengan menambah, mengurangi atau menata kembali unsur-
unsurnya.8 
b. Hukum Islam adalah ilmu yang mempelajari sejarah kehidupan suatu 
masyarakat yang ada hubungannya dengan proses kelahiran dan 
perkembangan hukum Islam.9 Selanjutnya Atho Mudzhar berpendapat 
bahwa Hukum Islam adalah Peraturan-peraturan yag diambil dari wahyu 
dan diformulasikan dalam empat produk pemkiran hukum yakni fikih, 
fatwa, keputusan pengadilan dan undang-undang yang dipedomani dan 
diberlakukan bagi Umat Islam di Indonesia10 
c. Al-Qa>nu>n al-Duali> suatu istilah yang berasal dari bahasa Yunani (kanun) 
dan diserap kedalam bahasa Arab melalui bahasa Suryani. Pada dasarnya 
kata ini berarti alat pengukur, kemudian berkembang menjadi kaedah, 
                                                 
8Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia, Kamus Bahasa Indonesia 
(Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 1728  
 
9Abdul Azis Dahlan et al, Ensiklopedi Hukum Islam Jilid 2 (Cet. ke-7: Jakarta: Ikhtiar 
Baru Van Hoeve, 2006), h.579 
 
10M. Atho Mudzhar, Membaca Gelombang Ijtihad: antara Tradisi dan Liberasi  (Cet. ke-
1; Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998), h.91 
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norma, undang-undang peraturan atau hukum. Adapun ad-duali> adalah 
kata yang berasal dari bahasa Arab yang merupakan bentuk plural 
(jamak) dari ad-Daulah, yang berarti negara atau berarti Internasional. 
Secara istilah al-qa>nu>n ad-duali> berarti kumpulan kaedah dan peraturan 
yang dibuat untuk mengatur hubungan antarnegara (internasional) yang 
wajib dipatuhi oleh masing-masing Negara. al-Qa>nu>n al-Duali> bermakna 
juga hukum internasional.11  
d. Qa>nu>n al-Dustu>ri>, berasal dari arab modern: qa>nu>n asasi = undang-undang 
dasar). Kumpulan kaidah yang mengatur dasar Negara dan hubungan 
kerjasama antara sesama anggota masyrakat dalam sebuah Negara, baik 
yang tidak tertulis (konvensi) maupun yang tertulis (konstitusi)12 Pada 
tataran teknis implementasi atas tugas dan fungsi dari Mahkamah Agung 
adalah berupa qa>nu>n. Qa>nu>n dalam undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 
tentang Otonomi khusus bagi Propinsi daerah istimewa Aceh sebagai 
Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam didefinisikan Peraturan Daerah 
sebagai pelaksanaan undang-undang di wilayah Propinsi Nanggroe Aceh 
Darussalam dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan otonomi 
khusus.13 
Dari beberapa penjeasan tersebut dapat dipahami bahwa transformasi 
hukum Islam dalam bentuk  qa>nu>n al-Duali> dan qa>nu>n al-Dusturi adalah 
perubahan bentuk proses kelahiran dan perkembangan hukum Islam ke dalam 
bentuk hukum Internasional dan bentuk hukum nasional (undang-undang 
dasar) baik secara tidak tertulis maupun yang tertulis. 
2. Bentuk-Bentuk Qa>nu>n al-duali> dan qa>nu>n  al-dustu>ri 
a. Bentuk Al-Qa>nu>n al-duali>  
Al-Qa>nu>n ad-duali ada dua yakni al-Qa>nu>n ad-duali al-‘kha>s dan al-Qa>nu>n al-
duali> al-‘a>m. 
                                                 
11Abdul Azis Dahlan et al, Jilid 6, op.cit ., h. 1439 
 
12Ibid., h. 1440  
13Abdul Ghafur Anshari, Peradilan Agama di Indonesia Pasca UU No. 3 Tahun 2006 
(Sejarah, Kedudukan, dan Kewenangan)  (Cet. ke-1; Yogyakarta : UII Press, 2007), h. 116 
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1) Al-Qa>nu>n ad-duali al-‘kha>ss mengatur hubungan keperdataan antara 
seseorang dan yang lainnya yang berbeda kewarganegaraan, seperti 
jual beli, perjanjian, sewa menyewa dan utang piutang. 
2) Al-Qa>nu>n ad-duali al-‘a>m adalah membahas  tentang hubungan 
diplomatik anatara satu Negara dan Negara lainnya, seperti 
pengangkatan duta besar dan konsul, hak kekebalan korps diplomatik, 
serta peraturan perang dan damai.14 
Esensi Qa>nu>n ad-dualī al-‘a>m didasarkan pada Alquran dan sunnah secara 
rinci mengemukakan 2 (dua) hal yakni hal ihwal muslim dan soal perang. Kedua 
hal itu yakni hal penting itu senantiasa terkendali secara rinci oleh Qur’an dan 
sunnah. Tidaklah sewajarnya berbicara Qa>nu>n ad-duali> modern dengan serta 
merta melupakan kaitannya dengan Qur’an dan sunah.15 Siyasah dawliyah 
adalah bagian dari fiqh siyasah yang membahas tentang hubungan satu negara 
dengan negara lain. Perjanjian antar negara dan adat kebiasaan menjadi dua 
sumber yang terpenting dalam hubungan damai antar negara tersebut. dalam 
kajian selanjutnya, hal ini dikenal dengan hubungan internasional.16 
b. Bentuk Qa>nu>n  ad-dustu>ri 
Qa>nu>n  ad-dustu>ri merupakan bagian dari kajian fikih siya>si  (Tata Negara 
dalam Islam). Secara umum cakupan pembahasan bidang ini adalah sistem, 
pemerintahan, susunan pemerintahan dan dasar-dasarnya, batas-batas 
hubungan antara penguasa dan rakyat, serta ketetapan hak-hak dan 
kewajiban masing-masing.17 
        Ad-dustu>ri  dalam Islam adalah pelaksanaan hukum, serta undang-
undang asasinya suatu Negara didasarkan pada cara hidup (al-Nahj)18 yang telah 
                                                 
14Wayan Partiana, Pengantar Hukum Internasional  (Cet. Keu1; Bandung, 1990), h. 268 
 
15Ali Mansur, al-Syariah al-Islamiyah wa al-Qa>nu>n al-Duwal al-A’a (al-Qahirah: t.p, 
1971), h.24S 
  
16http://www.aminazis com. (diakses, tanggal 11 Mei 20011) 
 
17Abdul Azis Dahlan et al, Jilid 6, op.cit ., h. 1441  
 
18Ahmad Ibn Faris, Mu’jam Maqayis al-Lugah, juz 5 (Dar al-Fikr, t.t), h.361  
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diciptakan Allah swt. karena Allah menghendaki terlaksananya hukum-hukum-
Nya dalam kehidupan nyata di dunia dalam segala lini institusi kehidupan baik 
skala terkecil misalnya dari rumah tangga sampai skala terbesar dalam 
kehidupan berbangsa dan bernegara, hanya hukum ciptaannyalah yang memberi 
garansi kehidupan ini untuk hidup secara adil,  persamaan, cinta kasih, dan 
kemanusiaan,  adanya persamaan, kebebasan bertanggung jawab yang 
senantiasa melawan kezaliman.19 
     Ad-dustu>ri  mengandung maksud menumbuhkan serta 
menyebarluaskan kesadaran mendalam bagi kehidupan berbangsa akan betapa 
pentingnya undang-undang politik setiap Negara. Dari undang-undang dasar 
itulah kemudian membentuk warga Negara hidup berdampingan dengan bebas 
serta memenuhi kebutuhan masing-masing.20 
3. Perkembangan al-Qa>nu>n al-Duwali> dan qa>nu>n  ad-dustu>ri dalam Islam 
a. Perkembangan al-Qa>nu>n al-Duwali> 
Dasar-dasar al-Qa>nu>n al-Duwali> atau hubungan internasional ini 
sesungguhnya  telah diletakkan oleh Islam. Dalam sejarah Islam tercatat bahwa 
nabi Muhammad saw. Pernah mengadakan perjanjian hudaibiyah di Mekah 
(bulan zulkaidah/ 6 maret 628 M. Nabi saw. Mengangkat dan menerima duta 
untuk dan dari negara-negara sahabat. Terhadap duta-duta Negara sahabat Nabi 
saw. Menunjukkan sikap baik dan memberikan hak istimewa berupa kekebalan 
diplomatik21 adapun isi perjanjian Hudaibiyah mempunyai pokok-pokok 
sebagai berikut antara lain: 
1) Peletakan senjata antara kedua belah pihak selama sepuluh tahun 
                                                                                                                                     
 
19Ibrahim al-Ni’mah, Ushul al-Dusturiy fi al-Islam, h.9  
 
20Ibid., h.9  
 
21A. Syalabi, Sejarah dan Kebudayaan Islam  Jilid 1 (Cet. ke-8; Jakarta: Pustaka al-
Husna,1995), h. 187  
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2) Setelah Rasulullah saw. Wafat pada tahun 11 H/ Orang quraisy muslim 
datang kepada kaum muslimin dengan tidak seizin walinya hendaklah 
ditolak oleh kaum muslimin 
3) Quraisy tidak menolak orang muslim yang kembali kepada mereka 
4) Barang siapa yang hendak memperbuat perjanjian dengan Muhammad 
dibolehkan, begitu juga siapa hendak memperbuat perjanjian dengan 
quraisy dibolehkan pula.22 
Pada tahun 632 M ulama merumuskan pembahasan al-Qa>nu>n al-Duwali> ini 
dalam kajian fikih al-siyar wa al-jihad (hukum perdamaian dan peperangan).23  
Dengan adanya perjanjian ini berarti pengakuan kaum quraisy kepada 
kaum muslimin, karena perundingan  biasanya diadakan oleh dua golongan 
yang sama. Jadi sekarang Muhammad dan sahabat-sahabatnya dalam 
pandangan kaum quraisy bukan lagi sebagai pengacau-penagacau atau 
pemberontak-pemberontak, tetapi sebagai badan resmi yang mempunyai hak-
hak dan kewajiban-kewajiban. 
b. Perkembangan qa>nu>n  ad-dustu>ri 
Qa>nu>n  ad-dustu>ri dapat melahirkan beberapa undang-undang (al-qawani>n) 
yakni undang-undang yang mengatur hal-hal tertentu misalnya undang-
undang otonomi daerah (al-Madiyah) undang-undang pidana (al-jina>yah )24  
Misalnya kekuasaan dan kewenangan Mahkamah Syariah secara khusus 
disebutkan dalam Qanun No. 10 Tahun 2002 yang mengatur seluruh aspek 
hukum yang memerlukan penyelesaian melalui lembaga Peradilan. Pokok 
pikiran ini antara lain termaktub dalam penjelasan umum angka 4 Qanun No. 
10 Tahun 2002, bahwa kekuasaan dan kewenangan  Mahkamah Syariah adalah 
memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara pada tingkat pertama 
dalam bidang ahwal al-Syahs}iyah, muamalah dan jinayah.25 
                                                 
22Ibid , h. 188 
23 Abdul Azis Dahlan et al, Jilid 5, op.cit ., h. 1440 
24 Ibrahim al-Ni’mah, op.cit., h. 10 
25 Abdul Ghafur Anshari, Peradilan Agama di Indonesia Pasca UU No. 3 Tahun 2006 
(Sejarah, Kedudukan, dan Kewenangan)  (Cet. 1; Yogyakarta : UII Press, 2007), h. 116 
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1) Bidang ahwal al-Syahs}iyah, meliputi hal-hal yang diatur dalam undang-
undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubhan atas atas undang-undang 
Nomor 7 Tahun 1989  tentang Peradilan Agama, kecuali wakaf, hibah dan 
shadaqah.  
2) Bidang Muamalah meliputi hukum kebendaan dan perikatan, seperti jual 
beli, hutang piutang, qirad} (permodalan) muazzara>h, mukhabarah (bagi hasil 
pertanian), wakalah (Kuasa), syirkah (perkongsian), ‘ariyah (pinjam-meminjam) 
hajru (penyitaan harta), syuf’ah (langgeh), dan rahnun (gadai) ihyaul mawat 
(pembukaan lahan), Ma’din (tambahan) lugat}ah (barang temuan), perbankan, 
ijarah (sewa menyewa), pemburuhan, harta rampasan, wakaf, hibah, shadaqah 
dan hadiah.   
3) Bidang jinayah terdiri dari pertama, hudud yang meliputi zina, menuduh 
berzina, (ghadzab), mencuru, merampok, minuman keras, dan napza, murtad, 
dan pemberontakan (bughah). Kedua, qis}as/d}iyat yang meliputi pembunuhan 
dan penganiayaan. Ketiga, ta’zir yang merupakan pelanggaran syariat selain 
hudud, qis}as/d}iyat seperti judi, khalwat, meninggalkan shalat, farddhu dan 
puasa Ramadan (huum materilnya telah diatur dalam Qanun Nomor. 11 tahun 
2002), penipuan, pemalsuan dan lain-lain.26 
       Hingga saat ini sudah terdapat lima qa>nu>n yang mendukung pelaksanaan 
kewenangan Mahkamah syariah yang memuat hukum materil dan hukum 
formil, yaitu: 
4) Qanun No. 11/2002 tentang pelaksanaan syariat Islam di bidang Aqidah, 
Ibadah, dan syiar Islam 
5) Qanun No. 12/2003 tentang minuman khamar dan sejenisnya. 
6) Qanun No. 13/2003 tentang Maysyir  (judi). 
7) Qanun No. 14/2003 tentang Khalwat (mesum) dan  
8) Qanun No. 7/2004 tentang Pengelolaan zakat27 
Adapun mengenai hukum formil, ternyata Peradilan Syariah Islam di 
NAD juga telah mendapatkan ketentuan yang jelas. Dalam hal menyelesaikan 
                                                 
26Ibid  
27 Ibid h. 117 
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sengketa perdata maka hukum formil yang berlaku adalah undang-undang  
Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 7 Tahun 
1989 tentang Peradilan Agama, serta beberapa Qanun yang di dalamnya memuat 
hukum acara. Sedangkan menyangkut perkara pidana, maka berlaku kitab 
undang-undang hukum acara pidana (KUHAP) 
Qa>nu>n No. 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariah Islam menjadi 
Qa>nu>n yang sangat penting karena Qa>nu>n tersebut menjadi peraturan Perundang-
undangan yang menjadi landasan hukum bagi Peradilan Syariah Islam di Propinsi 
Nangroe Aceh Darussalam. Qa>nu>n ini juga memuat hukum formil yang akan 
digunakan. Artinya sebelum Qa>nu>n hukum formil belum ada maka 
penyelesaian perkara-perkara dilakukan berdasarkan peraturan Perundang-
undangan yang berlaku.28 
D. Proses transformasi hukum Islam dalam bentuk  qa>nu>n al-Duali dan qa>nu>n al-
Dusturi  
1. Proses transformasi hukum Islam dalam bentuk  qa>nu>n al-Duali>  
Ada beberapa pertimbangan yang menjadikan hukum Islam layak menjadi 
rujukan dalam pembentukan hukum internasional. Secara normative 
agenda transformasi Hukum Islam sebenarnya telah diatur dalam 
ketentuan Perundang-undangan seperti : 
1. Undang-undang hak Asasi manusia (HAM)   Nomor 39 tahun 1999, 
adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan 
manusia sebagai makhluk Tuhan yang  Maha Esa, dan merupakan 
anugerah-nya yang wajib dihormati.  HAM pada hakikatnya terdiri atas 
dua hak dasar yang paling fundamental yaitu hak persamaan dan hak 
kebebasan.29  
Deklarasi umum Hak Asasi manusia. Diproklamirkan oleh 
Sidang umum di Istana Chaillot Paris, 10 Desember 1984.   Majlis umum 
memproklamirkan pernyataan umum hak-hak Asasi manusia sebagai 
                                                 
28 Ibid h. 118 
 
29Zainuddin Ali, Sosiologi Hukum (cet.1; Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h.90 
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suatu standar umum bagi segenap rakyat dan bangsa untuk tercapainya 
tujuan bahwa setiap individu dan  golongan, dengan selalu mengingat 
pernyataan  ini berupaya lewat pengajaran dan pendidikan, memajukan 
rasa hormat terhadap hak-hak dan kebebasan-kebebasan  dan dengan 
tindakan-tindakan progresif, rasional dan internasional, mendapatkan 
pengakuan dan penaatan universal secara efektif baik hak maupun 
kebebasan-kebebasan   antara  rakyat - rakyat  daerah dibawah 
yuridiksi mereka.30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Deklarasi ini terdiri dari 30 Pasal diantaranya: “Bahwa semua 
orang sama dihadapan hukum dan memiliki hak tanpa diskriminasi 
apapun atas perlindungan hukum. Semua orang memiliki hak sama 
atas  perlindungan  diskriminasi apapun yang menyalahi pernyataan 
ini, dan terhadap gesekan apapun kearah terjadinya  diskriminasi.31   
2. Memorandum OKI tentang Islam (Masyru’u watsiqati Huquq wa-
Wajiba>t al-Insan: al-Insaniyat al-Asasiyat Fil Islam) 
Deklarasi ini merupakan  Memorandum umum organisasi Konferensi 
Islam internasional  tentang Prinsi-prinsip Hak Asasi manusia dalam 
Islam, yang diajukan kepada anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa.  
Memorandum OKI ini terdiri dari 31 Butir diantaranya: “Setiap Bangsa 
mempunyai hak jaminan atas sifat- sifat khusus dan keistimewan-
keistimewan dalam kesatuan keluarga. Dengan  seluruh   kebebasan   
haknya, dapat menetapkan perjalanan hidup di muka bumi 
nusantaranya, memilih eksistensi politik dan pertumbuhan ekonomi 
serta sosialnya”.32 
2.  Proses transformasi hukum Islam dalam bentuk  qa>nu>n al-Dusturi  
  Hukum Islam memiliki prospek dan potensi yang sangat besar dalam 
pembangunan hukum nasional. Ada beberapa pertimbangan yang menjadikan 
                                                 
30 Lukman Hakim, op.cit., h. 164 
31 Ibid h. 165 
32 Ibid h. 172 
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hukum Islam layak menjadi rujukan dalam pembentukan hukum nasional (al-
Dusturi ) yaitu: 
 a. Undang-undang yang sudah ada dan berlaku saat ini seperti, UU 
Perkawinan, UU Peradilan Agama, UU Penyelenggaraan Ibadah Haji, UU 
Pengelolaan Zakat, dan UU Otonomi Khusus Nanggroe Aceh Darussalam 
serta beberapa undang-undang lainnya yang langsung maupun tidak 
langsung memuat hukum Islam seperti UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang 
perbankan yang mengakui keberadaan Bank Syari'ah dengan prinsip 
syari'ahnya., atau UU NO. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang 
semakin memperluas kewenangannya, dan UU Nomor 21 Tahun 2008 
tentang Perbankan Syariah.33 
b. Jumlah penduduk Indonesia yang mencapai lebih kurang 90 persen 
beragama Islam     akan memberikan pertimbangan yang signifikan dalam 
mengakomodasi kepentingannya.34  
c. Kesadaran umat Islam dalam praktek kehidupan sehari-hari. Banyak aktifitas 
keagamaan masyarakat yang terjadi selama ini merupakan cerminan 
kesadaran mereka menjalankan Syari'at atau hukum Islam, seperti 
pembagian zakat dan waris.  
    d. Politik pemerintah atau political will dari pemerintah dalam hal ini sangat 
menentukan. Tanpa adanya kemauan politik dari pemerintah maka cukup 
berat bagi Hukum Islam untuk menjadi bagian dari tata hukum di 
Indonesia.35  
      Untuk lebih mempertegas keberadaan hukum Islam dalam konstalasi hukum 
nasional dapat dilihat dari Teori eksistensi tentang adanya hukum Islam di dalam 
                                                 
33Kompilasi Perundang-undangan tentang Ekonomi Syariah, UU RI No. 21 Tahun 2008 
Tentang Perbankan Syariah, UU RI No. 19 Tahun 2008 tentang surat Berharga Syariah Negara 
UU RI No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama untuk Ekonomi Syariah UU RI No.41 Tahun 
2004 tentang wakaf UU RI No.38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan zakat (Cet. Ke-1: Jakarta: 
Gaung Persada Press, 2008), h. 142 
34Ichtijanto, Hukum Islam dan Hukum Nasional (Cet. Ke-1; Jakarta: Ind-Hill Co, 1990), 
h. 3  
35Ibid  h. 50 
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hukum nasional Indonesia. Teori ini mengungkapkan bahwa bentuk eksistensi 
hukum Islam di dalam hukum nasional Indonesia itu ialah:  
Pertama, ada dalam arti sebagai bagian integral dari hukum nasional lndonesia. 
Kedua, ada dalam arti kemandirian, kekuatan dan wibawanya diakui adanya oleh 
hukum nasional dan diberi status sebagai hukum nasional. Ketiga  ada dalam 
hukum nasional dalam arti norma hukum Islam (agama) berfungsi sebagai 
penyaring bahan-bahan hukum nasional lndonesia. Keempat, ada dalam arti sebagai 
bahan utama dan unsur utama hukum nasional Indonesia.36 Yang perlu 
diperjuangkan secara maksimal sesuai dengan urutan prioritas dan perkembangan 
keadaan.                                                                                              
        Bila dilihat dari realitas politik dan perundang-undangan di Indonesia 
nampaknya eksistensi hukum Islam semakin patut diperhitungkan seperti terlihat 
dalam beberapa peraturan perundangan yang kehadirannya semakin 
memperkokoh Hukum Islam: (1) Undang-Undang Perkawinan Undang-Undang 
No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disahkan dan diundangkan di Jakarta Pada 
tanggal 2 Januari 1974 (Lembaran Negara Tahun '1974 No. Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 3019). (2) Undang-Undang Peradilan Agama Undang-Undang No. 7 
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama disahkan dan diundangkan di Jakarta pada 
tanggal 29 Desember 1989 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 No. 
49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3400). Kemudian pada 
tanggal 20 Maret 2006 disahkan UU Nomor 3 tahun 2006.37 
          Dari beberapa undang-undang di atas semuanya telah mendukung dan 
memperkokoh keberadaan hukum Islam di Indonesia. Hanya saja kepercayaan 
yang diberikan kepada lembaga-Iembaga Islam tersebut harus dilaksanakan secara 
baik, supaya tidak mengecewakan berbagai pihak termasuk umat Islam sendiri.  
Oleh karena itu, upaya yang harus dilakukannya adalah kewajiban/keharusan 
menerapkan tata kelola yang baik, yang mencakup prinsip transparansi, 
                                                 
36 Ibid h.  86-87 
37Amandemen Undang-undang Peradilan Agama (UU RInNo. 3 Tahun 2006) dilengkapi 
dengan UU. RI No.7 Tahun 1889 Tentang Peradilan Agama Kep. Menteri Agama RI No, 73 
Tahun 1993 Tentang Penetapan Kelas Pengadian Agama (Cet. Ke-4;  Jakarta:  Sinar Grafika 
2009), h. 18  
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akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesional, dan kewajaran dalam menjalankan 
kegiatan usahanya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 34 ayat (1) UU No. 21 
Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, serta keharusan menerapkan prinsip kehati-
hatian seperti disebutkan dalam Pasal 35 ayat (1) undang-undang yang sama.38  
     Kepercayaan besar yang diberikan kepada umat Islam dengan pemberlakuan 
kaidah-kaidah yang Islami haruslah disadari bahwa sebenarnya hal itu 
mempertaruhkan nama baik Islam sendiri, karena orang akan melihat wujud dan 
bentuk Islam lewat pelaksanaan hukum tersebut, baik atau tidaknya pelaksanaan 
kaidah-kaidah tersebut tentunya akan sangat terkait dan berimbas kepada umat 
Islam. Sikap akomodatif yang selama ini diberikan oleh negara kepada umat Islam 
seharusnya memacu umat Islam untuk membuktikan bahwa hukum Islam tidaklah 
seperti yang dikhawatirkan banyak orang tentang kekejaman dan pengingkaran 
kepada hak asasi manusia, tetapi hukum Islam itu rahmatan lil alamin, menciptakan 
kedamaian dan kesejahteraan kepada umat manusia, tidak hanya bagi umat Islam sendiri, 
tetapi juga untuk umat lainnya, seperti yang pernah dipraktekkan Nabi Muhammad 
sewaktu membentuk negara Madinah. Pasal 14 undang-undang di atas menyebutkan " 
Warga Negara Indonesia, Warga Negara Asing, Badan Hukum Indonesia, atau 
Badan Hukum Asing dapat memiliki atau membeli saham Bank Umum Syariah 
secara langsung atau melalui bursa efek,39 menunjukkan bahwa Bank Umum 
Syariah berusaha mewujudkan rahmatan li al-a>lami>n.  
    Di samping beberapa undang-undang di atas ada tiga faktor yang 
menyebabkan hukum   Islam masih memiliki peran besar dalam kehidupan bangsa 
kita.  
a. Hukum Islam telah turut serta menciptakan tata nilai yang mengatur 
kehidupan umat Islam, minimal dengan menetapkan apa yang harus 
dianggap baik dan buruk, apa yang menjadi perintah, anjuran, dan larangan 
agama.  
                                                 
38Kompilasi Perundang-undangan tentang Ekonomi Syariah, op.cit., h. 24  
 
39Ibid., h. 12  
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b. Banyak keputusan hukum dan unsur yurisprudensial dari hukum Islam 
telah diserap menjadi bagian dari hukum positif yang berlaku.  
c.  Adanya golongan yang masih memiliki aspirasi teokratis di kalangan umat 
Islam dari berbagai negeri sehingga penerapan hukum Islam secara penuh 
masih menjadi slogan perjuangan yang masih mempunyai appeal cukup 
besar. Terkait dengan upaya ini lebih fokus melihat sumbangan tradisi 
hukum Islam atau hukum fiqh dalam rangka pembangunan hukum 
nasional. Karena, hukum Islam (hukum fiqh) itu sendiri secara umum 
memang diakui sebagai salah satu sumber dalam rangka pembaruan hukum 
di Indonesia, selain hukum adat dan hukum barat. Bagaimana pun, hukum 
barat, hukum adat, maupun hukum Islam itu, mempunyai kedudukan yang 
sama sebagai sumber norma bagi upaya pembentukan hukum nasional.  
   Selain itu, secara sosiologis, kedudukan hukum Islam (hukum fiqh) itu sendiri 
di Indonesia, melibatkan kesadaran keagamaan mayoritas penduduk yang sedikit 
banyak berkaitan pula dengan masalah kesadaran hukum. Baik norma agama 
maupun norma hukum selalu sama-sama menuntut ketaatan. Apalagi, jika norma 
hukum itu disebandingkan dengan aspek hukum dari norma agama itu, akan 
semakin jelaslah keeratan hubungan antara keduanya. Keduanya sama-sama 
menuntut ketaatan dan kepatuhan dari warga masyarakatnya. Tahir Azhari 
mengatakan bahwa hukum Islam mengikat setiap individu yang beragama Islam 
untuk melaksanakannya, yang implementasinya terbagi dalam 2 perspektif, yaitu : 1) 
ibadah mahdlah, dan tanpa campur tangan penguasa kecuali untuk fasilitasnya 2) 
muamalah, baik yang bersifat perdata maupun publik, yang melibatkan kekuasaan 
negara.  
Kontribusi baru dari hukum Islam terhadap hukum nasional adalah berupa 
kehadiran Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah melalui PERMA Nomor 02 Tahun 2008. 
Pasal 1 Perma tersebut menyatakan bahwa Kitab ini menjadi pedoman prinsip 
syari'ah bagi para Hakim dengan tidak mengurangi tanggung jawab Hakim untuk 
menggali dan menemukan hukum untuk menjamin putusan yang adil dan benar. 40 
                                                 
40PERMA Nomor 02 Tahun 2008  
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        Selain karena alasan sosiologis dan alasan praktis-pragmatis di atas, keeratan 
hubungan antara ulama dan umara  serta agama dan hukum, termasuk dalam dan 
untuk Hukum Pidana yang hendak diperbaharui itu, dapat pula dilihat secara 
filosofis-politis dan yuridis. Secara filosofis-politis, keeratan hubungan keduanya 
dapat dilihat dari perspektif Pancasila yang menurut doktrin ilmu hukum di 
Indonesia merupakan sumber dari segala sumber hukum. Di dalam Pancasila itu 
sendiri, agama mempunyai posisi yang sentral. Di dalamnya, terkandung prinsip 
yang menempatkan agama dan ke-Tuhanan Yang Maha Esa dalam posisi yang 
pertama dan utama. Demikian juga dengan tinjauan juridis, kedudukan agama 
dalam konteks hukum dan keeratan hubungan antara keduanya dijamin menurut 
Pembukaan UUD 1945 dan Pasal 29 UUD 1945 yang menyatakan:  
1. "Atas berkat Rahmat Allah Yang Mahakuasa dan dengan didorong oleh keinginan luhur, 
supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia, menyatakan 
dengan ini kemerdekaannya."  
2. Negara berdasar atas ke-Tuhanan Yang Maha Esa."  
3. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya 
masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu." 41 
Untuk mewujudkan Hukum Islam dapat menjadi lebih prospektif dalam kodifikasi 
hukum nasional pada masa datang dapat terwujud melalui peran penting 
pemerintah ‘Political Will’ Penguasa para legislator di tingkat pusat dan daerah 
merupakan prasyarat utama.42 
    Putusan-putusan Pengadilan/Hakim yang sesuai dengan hukum yang hidup 
dalam masyarakat yang Islami turut berperan pula. Demikian pula halnya dengan 
peran akademisi dalam pengembangan dan penelitian yang dapat menunjang 
perkembangan hukum Islam di Indonesia. Dan yang juga tidak kalah pentingnya 
adalah peran para ulama, kyai yang mengajarkan dan tetap menyiarkan materi-
materi hukum Islam kepada para santri serta jamaahnya yang tersebar di berbagai 
pelosok tanah air. 
                                                 
41Ichtijanto, op.cit., h. 68  
42http://zonaekis.com/merumuskan-kompilasi hukum ekonomi Islam (diakses, 28 April, 
2011)  
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   Demikian beberapa argumen yang memberikan peluang kepada hukum Islam 
untuk berkembang dan layak dijadikan bahan pertimbangan dalam pembangunan 
hukum nasional, karena bangsa Indonesia perlu menformulasikan hukum sesuai 
dengan filsafat hukum Indonesia, sebab aturan hukum yang ada sekarang ini masih 
banyak yang merupakan warisan bangsa Belanda. Contohnya sistem Hukum Pidana 
yang kita berlakukan sampai saat ini merupakan warisan Belanda yang 
diperuntukkan berlakunya terutama bagi bangsa Indonesia sebagai bangsa yang 
terjajah. Pada waktu itu sistem hukum demikian sesuai dengan keadilan menurut 
versi penjajah. Setelah Indonesia merdeka tentu perlu ditinjau kembali, kalau tidak 
sesuai dengan kebutuhan bangsa serta rasa keadilan kiranya tidak perlu dan tidak 
akan dipertahankan. 
   Pendekatan yang dapat digunakan sebagai upaya mentransformasikan fikih 
muamalah ke dalam hukum nasional adalah meminjam teori hukumnya Hans 
Kelsen (Stufenbau des rechts). Menurut teori ini berlakunya suatu hukum harus dapat 
dikembalikan kepada hukum yang lebih tinggi kedudukannya yakni:  
1) Ada cita-cita hukum (rechtsidee) yang merupakan norma abstrak.  
2) Ada norma antara (tussen norm, generelle norm, law in books) yang dipakai 
sebagai perantara untuk mencapai cita-cita.  
3) Ada norma konkrit (concrete norm), sebagai hasil penerapan norma antara atau 
penegakannya di Pengadilan.  
Mentransformasikan fikih muamalah dalam bentuk Peraturan Perundang-
undangan yang baik sekurang-kurangnya harus memenuhi empat landasan yakni: 
landasan filosofis, sosiologis, yuridis dan politis.  
a) Landasan filosofis berisi nilai-nilai moral atau etika dari bangsa tersebut. 
Moral dan etika pada dasarnya berisi nilai-nilai keadilan dan kebenaran, serta 
berbagai nilai lainnya yang dianggap baik.  
b) Landasan sosiologis, yang sesuai dengan tata nilai budaya yang berlaku di 
masyarakat. Hal ini penting agar perundang-undangan yang dibuat ditaati oleh 
masyarakat, sebab jika masyarakat berubah, nilai-nilaipun berubah, kecenderungan 
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dan harapan masyarakat harus dapat diprediksi dan terakumulasi dalam peraturan 
perundang-undangan yang berorientasi masa depan.43  
c) Landasan yuridis, yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Dasar hukum kewenangan membentuk peraturan 
perundang-undangan sangat diperlukan, tanpa disebutkan dalam peraturan 
perundang-undangan seorang pejabat atau suatu badan adalah tidak berwenang 
(onbevoegdheid) mengeluarkan peraturan.  
d) Landasan Politis, merupakan garis kebijaksanaan politik yang menjadi dasar 
selanjutnya bagi kebijaksanaan-kebijaksanaan dan pengarahan ketatalaksanaan 
pemerintahan negara. Tegasnya, sejalan dengan program legislasi nasional. 
Kecenderungan model pengembangan hukum Islam di Indonesia berlangsung 
melalui dua jalur, yaitu jalur legislasi (melalui perundang-undangan) dan jalur non 
legislasi (yang berkembang di luar undang-undang). Diantara kedua jalur tersebut, 
kecenderungan pada jalur kedua lebih banyak mewarnai praktek penerapan hukum 
Islam di Pengadilan Agama. Hal ini dimaklumi karena proses legislasi hukum Islam 
di Indonesia selalu menghadapi kendala struktural dan kultural, baik secara 
internal maupun eksternal. Secara internal, para pendukung sistem hukum Islam 
belum tentu beranggapan bahwa hukum Islam itu sebagai suatu sistem yang belum 
final, perlu dikembangkan dalam konteks hukum nasional. Sedangkan kendala 
eksternal yakni struktur politik yang ada belum tentu mendukung proses legislasi 
hukum Islam.  
Mengusung hukum Islam ke jalur legislasi perlu memperhatikan tiga hal yaitu 
subtansi, bentuk dan proses. Dalam hal subtansi sebagaimana telah dikemukakan di 
depan, yakni berupa doktrin-doktrin yang ada dalam kitab fikih, ijtihad dan fatwa 
para ulama, serta putusan hakim dalam bentuk yurisprudensi dan yang sudah 
terakomodir dalam peraturan perundang-undangan, merupakan acuan yang tidak 
dapat diabaikan. Dalam hal bentuk, yang perlu diperhatikan yakni jangkauan 
berlakunya disesuaikan dengan tingkatan hirarkis perundang-undangan di negara 
Republik Indonesia menurut Tap MPRS Nomor XXX/1966. Sedangkan dalam hal 
                                                 
43 Cik Hasan Basri,  Peradilan Islam dalam Tatanan Masyarakat Indonesia  (Cet. ke-1; 
Bandung: Remaja Rosdakarya, 1997), h. 19 
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proses tergantung pada yang telah dipilih, karena legislasi fikih muamalah 
menjurus dalam bentuk undang-undang, prosesnya lebih sulit daripada bentuk 
peraturan pemerintah dan peraturan-peraturan dibawahnya, namun demikian 
melihat kenyataan yang ada, lahirnya undang-undang yang mengatur tentang 
ekonomi syari’ah –bagian dari fikih muamalah- mempunyai peluang yang cukup 
besar, bebarapa hal penting yang berpotensi sebagai faktor pendukung yakni antara 
lain:  
1) Subtansi hukum Islam established (sudah mapan), disamping penggunaan fikih-
fikih produk imam madzhab12 yang sudah teruji pelaksanaannya baik di lingkungan 
Pengadilan Agama maupun dalam dalam masyarakat, juga ditunjang beberapa 
pemikiran fikih madzhab Indonesia yang telah lama digagas oleh para pakar hukum 
Islam di Indonesia. 
       2) Produk legislasi adalah produk politik, sehingga untuk berhasil memperjuangkan 
legislasi hukum Islam harus mendapatkan dukungan suara mayoritas di lembaga 
pembentuk hukum dan fakta politik menunjukkan bahwa meskipun aspirasi politik 
Islam bukan mayoritas di Indonesia, namun memperhatikan konfigurasi politik 
dalam dasawarsa terakhir cukup memberi angin segar bagi lahirnya beberapa 
produk peraturan perundang-undangan yang secara formil maupun material tegas 
memiliki muatan yuridis hukum Islam, antara lain:  
a.  UU RI No.10/1998 tentang perubahan atas undang-undang nomor 7 tahun 1992       
tentang perbankan yang membolehkan menggunakan Prinsip Syariah.44 
b. UU RI No. 17/1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah hají 
c. UU RI No. 44/1999 tentang Penyelenggaraan Otonomi Khusus Nangroe Aceh 
Darussalam45 
d. UU Politik Tahun 1999 yang mengatur ketentuan partai Islam 
          f. UU RI No 41 Tahun 2004 tentang wakaf46 
                                                 
44Cik Hasan Basri,  op.cit., h.17 
45 Abdul Ghafur Anshari, Peradilan Agama di Indonesia Pasca UU No. 3 Tahun 2006 
(Sejarah, Kedudukan, dan Kewenangan)  (Cet. ke-1; Yogyakarta : UII Press, 2007), h. 114 
46 Ibid., h. 42 
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g. UU RI No 3 tahun 2006 tentang perubahan atas undang-undang nomor 7 tahun 
1989 tentang peradilan agama47 
h. UU RI No 19 tahun 2008 tentang surat berharga syariah negara48  
i.  UU RI No 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah49 
   Di samping tingkatannya yang berupa Undang-undang, juga terdapat 
peraturan-peraturan lain yang berada di bawah Undang-undang, antara lain: 
a. PP No.9/1975 tentang Petunjuk Pelaksanaan UU Hukum Perkawinan50  
b. PP No.28/1977 tentang Perwakafan Tanah Milik51 
c. PP No.72/1992 tentang Penyelenggaraan Bank Berdasarkan Prinsip Bagi 
Hasil52 
d. Inpres No.1/ 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam53 
e. Inpres No.4/2000 tentang Penanganan Masalah Otonomi Khusus di NAD54 
Dari sekian banyak produk perundang-undangan yang memuat materi hukum 
Islam, peristiwa paling fenomenal adalah disahkannya UU No.7/1989 tentang 
Peradilan Agama. Keberadaan UU No.7/1989 tentang Peradilan Agama dan Inpres 
No.1/1991 tentang Kompilasi Hukum Islam sekaligus merupakan landasan yuridis 
bagi umat Islam untuk menyelesaikan masalah-masalah perdata. Padahal 
perjuangan umat Islam dalam waktu 45 tahun sejak masa Orde lama dan 15 tahun 
sejak masa Orde Baru, adalah perjuangan panjang yang menuntut kesabaran dan 
kerja keras hingga disahkannya UU No.7/1989 pada tanggal 29 Desember 1989. 
Dengan demikian, hukum Islam menempati kedudukan sebagai salah satu 
tatanan hukum yang berlaku di masyarakat bangsa dan menjadi bahan baku dalam 
                                                 
47Amandemen Undang-undang Peradilan agama, op.cit., h. 21  
48Kompilasi Perundang-undangan tentang Ekonomi Syariah, op.cit., h. 90 
49Ibid., h.  42 
50Rahmat Hakim , Hukum Perkawinan Islam (Cet. ke-1; Bandung: Pustaka setia, 2000), 
h. 257 
51Direktorat Pengembangan zakat dan wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan masyarakat 
Islam dan Penyelenggaraan Haji, Strategi pengembangan wakaf tunai di Indonesia(Jaarta: 
Pemberdayaan Wakaf, 2004), h, 11 
52Cik Hasan Basri,  loc.cit  
53Departemen Agama RI , Bahan Penyuluhan Hukum UU No. 7 Tahun 1989 tentang 
Peradilan Agama UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang 
Kompilasi Hukum Islam (Jakarta:  Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2004), h. 38  
54Abdul Ghafur Anshari, op.cit., h. 165 
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pembentukan hukum nasional. Asas dan kaidah hukum Islam berpeluang untuk untuk 
ditransformasikan ke dalam undang-undang nasional (al-qa>nu>n al-Dusturi) 
 
E. PENUTUP/KESIMPULAN 
1. Transformasi hukum Islam dalam bentuk qa>nu>n al-Duali> dan qa>nu>n al-Dusturi 
adalah perubahan bentuk proses kelahiran dan perkembangan hukum Islam ke 
dalam bentuk hukum Internasional dan bentuk hukum nasional (undang-undang 
dasar) baik secara tidak tertulis maupun yang tertulis. 
2. Salah satu yang harus dipenuhi dalam mentransformasikan nilai-nilai dan norma-
norma syariah kedalam tata hukum Indonesia yang berdasarkan pancasila dan 
UUD 1945 yakni dengan landasan filosofis/ filsafat hukum Islam berisi nilai-nilai 
moral atau etika.    Perkembangan hukum Islam di Indonesia memiliki peluang 
yang sangat cerah dalam pembangunan hukum nasional, karena secara 
sosioantropologis dan emosional, hukum Islam sangat dekat dengan rnasyarakat 
Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Selain itu secara 
historis hukum Islam telah dikenal jauh sebelum penjajah masuk ke Indonesia. 
Hukum Islam menempati kedudukan sebagai salah satu tatanan hukum yang 
yang berlaku di masyarakat bangsa dan menjadi bahan baku dalam pembentukan 
hukum nasional. Asas dan kaidah hukum Islam berpeluang untuk untuk 
ditransformasikan ke dalam undang-undang nasional (al-qa>nu>n al-Dusturi) 
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